BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal, dimana desentralisasi fiskal menyebabkan daerah harus berinisiatif untuk melahirkan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi dua aspek penting yaitu  kebijakan di bidang pendapatan daerah (revenue policy) dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan daerah (expenditure policy). Kedua kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disamping itu dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi belanja daerah.


Hal tersebut tercermin dalam APBD yang merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada dasarnya struktur APBD terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
28. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diarahkan pada:

a. Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka taxing power di daerah;
b. Menghapus pajak kendaraan bermotor roda dua yang tahun pembuatannya lama, dan menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat mewah;

c. Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

d. Mengembangkan pendapatan daerah yang bersifat netral, dengan meminimalkan timbulnya dampak distortif atas pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap perekonomian;

e. Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif;

f. Penghapusan retribusi yang membebani masyarakat kecil;

g. Menciptakan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD berlandaskan pemahaman bersama, bahwa hubungan DPRD dan Gubernur/Wakil Gubernur tidak semata atas dasar sistem peraturan perundangan yang berlaku, tapi juga konsensus-konsensus etis, dan nilai-nilai budaya lokal yang didasarkan pada keadilan, kebebasan dan kebaikan bersama, meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok/politik, birokrasi dan pribadi, serta mengedepankan prinsip-prinsip good governance.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke Pemerintah Provinsi,  dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota atau sebaliknya dalam pemungutan pajak dan retribusi agar ditetapkan oleh Peraturan Daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan Drive Through, Pelayanan Samsat Link, Payment Point, Samsat Corner, Samsat Keliling, Samsat Delivery, Samsat Quick Respon (SQR). Selain itu pengembangan Teknologi Informasi dilingkungan Kantor Bersama Samsat antara lain SMS Info Samsat, SMS JT, dan SMS Komplain.

b. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah. 

Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitasi kerja sama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan Pendapatan Daerah sampai akhir tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.15.543.039.548.511,80 atau 102,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.15.094.257.875.015,00.  Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.11.493.375.583.401,40 terjadi peningkatan sebesar 35,23%. Rincian Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.9.385.804.028.713,00 terealisasi sebesar Rp.9.725.627.568.500,81 atau 103,62% yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.7.733.400.000.000,00 dapat direalisir sebesar Rp.7.816.590.831.387,00 atau 101,08%.

2) Restribusi Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.110.984.717.500,00 dapat direalisir sebesar Rp.118.823.637.590,50 atau 107,06%.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang direncanakan sebesar Rp.352.883.861.853,00 dapat direalisir sebesar Rp.352.899.911.853,78 atau 100,00%.
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang direncanakan sebesar Rp.1.188.535.449.360,00 dapat direalisir sebesar Rp.1.437.313.187.669,53 atau 120,93%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.8.898.616.683.296,90, terjadi peningkatan sebesar 9,29%.

b. Dana Perimbangan, yang direncanakan sebesar Rp.2.832.022.376.302,00 terealisasi sebesar Rp.3.069.016.101.831,00 atau 108,37% yang terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang direncanakan sebesar Rp.1.287.673.560.302,00 dapat direalisir sebesar Rp.1.523.964.905.831,00 atau 118,35%.

2) Dana Alokasi Umum, yang direncanakan sebesar Rp. 1.491.561.136.000,00 dapat direalisir sebesar Rp. 1.491.561.136.000,00 atau 100%.

3) Dana Alokasi Khusus, yang direncanakan sebesar Rp.52.787.680.000,00 dapat direalisir sebesar Rp.53.490.060.000,00 atau 101,33%.

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.2.528.086.449.989,00, terjadi peningkatan sebesar 21,40%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang direncanakan sebesar Rp.2.876.431.470.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.748.395.878.180,00 atau 95,55% yang terdiri dari :

1) Pendapatan Hibah, yang direncanakan sebesar Rp.25.380.130.000,00 dapat terealisir sebesar Rp.34.240.520.680,00 atau 134,91%.

2) Dana Penyesesuaian dan Otonomi Khusus, yang direncanakan sebesar Rp.2.851.051.340.000,00 dapat terealisir sebesar Rp.2.714.155.357.500,00 atau 95,20%.

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah pada tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.66.672.450.115,50, terjadi peningkatan sebesar 4.022,24%, peningkatan yang sangat tajam disebabkan pada tahun 2012 di Jawa Timur mendapat dana dari Pusat untuk BOS Pendidikan Dasar sebesar Rp.2.828.351.760.000,00 dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.22.582.580.000,00. 

Selengkapnya, rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 serta perbandingan dengan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah terutama pada pendapatan pajak daerah, yaitu masih tingginya jumlah tunggakan yang disebabkan oleh :

1) Kendaraan dalam Status leasing yang ditarik karena menunggak angsuran;

2) Kendaraan Hilang atau rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi;

3) Jarak domisili wajib pajak dengan Samsat Induk relatif masih jauh;

4) Kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

b. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Melakukan pendekatan kepada perusahaan leasing terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

2) Intensitas Pelayanan Samsat Keliling untuk mendekatkan kepada masyarakat dalam membayar PKB;

3) Membangun Payment Point pada lokasi strategis dan potensial;

4) Menciptakan Inovasi terbaru layanan unggulan melalui Internet Banking pertama di Indonesia yaitu E–Samsat/Chanel Perbankan (ATM/SMS Banking) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan tanpa terikat oleh tempat dan waktu/24 jam;

5) Optimalisasi Penyampaian SPPKB (Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor) kepada masyarakat atau wajib pajak;

6) Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

7) Optimalisasi Kinerja Juru Sita Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

8) Sosialisasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tabel 3.1
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Perbandingannya dengan Realisasi dari Tahun Anggaran 2011

	NO.
	URAIAN
	REALISASI 2011
	2012
	% PERTUMB.

REAL. DARI

2011

	
	
	
	TARGET (Rp.)
	REALISASI (Rp.)
	%
	

	1
	PENDAPATAN DAERAH
	11.493.375.583.401,40
	15.094.257.875.015
	15.543.039.548.511,80
	102,97
	35,23

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	8.898.616.683.296,90
	9.385.804.028.713,00
	9.725.627.568.500,81
	103,62
	9,28

	1.1.1
	Pajak Daerah
	7.298.242.129.260,52
	7.733.400.000.000,00
	7.816.590.831.387,00
	101,08
	7,10

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	66.359.751.552,87
	110.984.717.500,00
	118.823.637.590,50
	107,06
	79,06

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	365.149.164.686,78
	352.883.861.853,00
	352.899.911.853,78
	100,00
	-3,35

	1.1.4
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	1.168.865.637.796,73
	1.188.535.449.360,00
	1.437.313.187.669,53
	120,93
	22,97

	1.2
	Dana Perimbangan
	2.528.086.449.989,00
	2.832.022.376.302,00
	3.069.016.101.831,00
	108,37
	21,40

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	1.125.553.550.989,00
	1.287.673.560.302,00
	1.523.964.905.831,00
	118,35
	35,40

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	1.347.501.699.000,00
	1.491.561.136.000,00
	1.491.561.136.000,00
	100,00
	10,69

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	55.031.200.000,00
	52.787.680.000,00
	53.490.060.000,00
	101,33
	-2,80

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	66.672.450.115,50
	2.876.431.470.000,00
	2.748.395.878.180,00
	95,55
	4.022,24

	1.3.1
	Pendapatan Hibah
	29.197.348.115,50
	25.380.130.000,00
	34.240.520.680,00
	134,91
	17,27

	1.3.2
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	37.475.102.000,00
	2.851.051.340.000,00
	2.714.155.357.500,00
	95,20
	7.142,56


Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit tgl 12 Februari 2013)
B. PENGELOLAAN BELANJA  DAERAH

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas  dalam pengalokasiannya.

Setiap daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya diwajibkan melakukan penyusunan anggaran sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman dikarenakan beberapa alasan yaitu :

a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggungjawab pada rakyat, dimana hal ini dapat dilihat dalam besaran alokasi anggaran yang langsung diarahkan pada kepentingan masyarakat dan publik.

Khusus untuk penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran  agar dari tahun ke tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

1. Kebijakan Umum  Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012  diarahkan pada :

a. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;

b. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah di bidang peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Khusus untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan diarahkan sebagai berikut :

1) Kebijakan alokasi belanja pendidikan difokuskan pada program penuntasan Buta Huruf dan Program Pendidikan Formal khususnya BOSDA MADIN dan SMK;

2) Kebijakan alokasi belanja kesehatan difokuskan pada program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES).

c. Lanjutan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif melalui jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (JALINKESRA) penanganan rumah tangga sangat miskin.

d. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana strategis Provinsi  antara lain :

1) Stimulasi Belanja untuk Penanganan Disparitas Wilayah melalui kerangka anggaran belanja sarana dan prasarana dan sektor ekonomi produktif daerah, baik melalui belanja langsung maupun specific block grant kepada Kabupaten/Kota dan desa sesuai kemampuan keuangan daerah;

2) Di bidang Urusan Pekerjaan Umum,  belanja sarana dan prasarana difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah, penanganan banjir, pembangunan bendungan, dan sarana air bersih;

3) Di bidang Urusan Perhubungan,  belanja sarana dan prasarana difokuskan pada Pembangunan Pelabuhan Laut, Pembangunan Penyeberangan, Pembangunan Bandara Udara;

4) Di bidang Urusan Pertanian, belanja sarana dan prasarana difokuskan pada Sarana dan Prasaran Pertanian, Alat Pengolah Pasca Panen, Pengembangan Peternakan, Pengembangan Perkebunan.

e. Meningkatkan  penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan dan pemerintahan (performance based). 

f. Pemenuhan belanja terhadap kegiatan yang pelaksanaanya bersifat  tahun jamak (multi years) sesuai tahapan.

g. Rencana Belanja dalam penanganan bencana alam dilakukan  dengan pola ”ploting mengambang” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan serta dalam bentuk dana on call pada satuan kerja Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang berkoordinasi dengan SKPD lain yang melakukan fungsi supporting.

h. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

i. Rencana Alokasi belanja mengacu  pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

j. Rencana Alokasi belanja mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

k. Mengakomodir dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program/kegiatan dan lokasi tertentu.

l. Optimalisasi capaian target kinerja program dan kegiatan melalui pergeseran perubahan anggaran belanja-belanja pendukung di internal SKPD (belanja yang mendukung pencapaian kinerja).

m. Efisiensi Belanja Daerah khususnya Belanja Langsung  pada komponen Belanja Pegawai (Honorarium) serta Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas dan Kegiatan Rapat).

Khusus, Kebijakan Umum Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 untuk  Belanja Tidak Langsung diarahkan pada :

a. Belanja Bunga dianggarkan untuk membayar bunga kepada perbankan atas pokok pinjaman.

b. Belanja Bantuan Hibah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

c. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Belanja bantuan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, baik yang bersifat umum maupun khusus (specific block grant). Besaran belanja bantuan keuangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

e. Belanja Bagi Hasil kepada kabupaten/Kota diarahkan untuk memenuhi ketentuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan besarannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

f. Belanja Tidak Terduga, diarahkan untuk keperluan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam di daerah.

2.  Target dan Realisasi Belanja

Target Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012  sebesar Rp.16.007.745.522.749,00 dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran 2012 mencapai Rp. 15.311.542.331.666,30 atau 95,65%, yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung, yang direncanakan sebesar Rp.10.088.960.098.034,00 terealisasi sebesar Rp. 9.633.570.876.338,18 atau 95,49% dengan rincian sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai, yang direncanakan sebesar Rp. 1.557.539.374.836,00 dapat direalisir sebesar Rp. 1.486.342.134.346,32 atau 95,43%.
2) Belanja Bunga, yang direncanakan sebesar Rp. 6.139.011.401,00 dapat direalisir sebesar Rp. 6.036.025.188,68 atau 98,32%.
3) Belanja Hibah, yang direncanakan sebesar Rp. 4.092.242.765.000,00 dapat direalisir sebesar Rp. 3.865.450.909.599,68 atau 94,46%.
4) Belanja Bantuan Sosial, yang direncanakan sebesar Rp. 46.900.500.000,00 dapat direalisir sebesar Rp. 44.990.102.000,00 atau 95,93%.
5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, yang direncanakan sebesar Rp. 2.810.071.497.550,00 dapat direalisir sebesar Rp. 2.702.288.006.485,00 atau 96,16%.
6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, yang direncanakan sebesar Rp. 1.516.532.025.247,00 dapat direalisis sebesar Rp. 1.477.431.620.316,00 atau 97,42%.
7) Belanja Tidak Terduga, yang direncakan sebesar Rp. 59.534.924.000,00 dapat direalisir sebesar Rp. 51.032.078.402,50 atau 85,72%.
b. Belanja Langsung, yang direncanakan sebesar Rp.5.918.785.424.715,00 terealisasi sebesar Rp. 5.677.971.455.328,12 atau 95,93% dengan rincian sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai, yang direncanakan sebesar Rp. 1.010.963.876.948,00 dapat direalisir sebesar 1.019.269.016.865,00 atau 100,82%.
2) Belanja Barang dan Jasa, yang direncankan sebesar Rp.3.767.460.633.831,00 dapat direalisir sebesar Rp. 3.601.337.254.654,62 atau 95,59%.
3) Belanja Modal, yang direncanakan sebesar Rp. 1.140.360.913.936,00 dapat direalisir sebesar Rp. 1.057.365.183.808,50 atau 92,73%.
Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa besaran dan prosentase realisasi belanja yang disampaikan merupakan penjelasan secara makro karena masih dalam proses perhitungan dan laporan keuangan yang lebih lengkap dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur yang terlebih dahulu diaudit oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Jawa Timur,  yang hasilnya nanti disampaikan olen Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga sekaligus merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. 

3.   Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar                                               Rp. 15.311.542.331.666,30 atau 95,65%, antara lain disebabkan : 
1) Perencanaan anggaran dan penyusunan program kegiatan pada APBD/Perubahan APBD masih kurang tepat, utamanya untuk pengadaan barang/jasa;

2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kegiatan;

4) Adanya efisiensi/penghematan beberapa belanja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan

5) Adanya penyesuaian target output.

b. Solusi

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan :
1) Pada penyusunan Perubahan APBD, SKPD tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik karena waktu pelaksanaannya diperkirakan melebihi tahun anggaran;

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kursus, bintek, workshop dan desiminasi dibidang perencanaan anggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;

3) Pendampingan kepada SKPD terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan dan percepatan realisasi anggaran;

4) Rekonsiliasi secara periodik dengan SKPD, utamanya terkait dengan realisasi dan pembebanan kode rekening;

5) Penyesuaian pedoman teknis pengelolaan keuangan sebagai akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 
Tabel 3.2
Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

	No.
	URAIAN
	REALISASI 2011
	2012

	
	
	
	TARGET (Rp.)
	REALISASI (Rp.)
	%

	2
	BELANJA DAERAH
	11.685.920.671.932,20
	16.007.745.522.749,00
	15.311.542.331.666,30
	95,65

	2.1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	6.589.867.568.031,73
	10.088.960.098.034,00
	9.633.570.876.338,18
	95,49

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	1.407.956.634.406,00
	1.557.539.374.836,00
	1.486.342.134.346,32
	95,43

	2.1.2
	Belanja Bunga
	4.422.499.227,10
	6.139.011.401,00
	6.036.025.188,68
	98,32

	2.1.3
	Belanja Hibah
	1.121.554.738.922,63
	4.092.242.765.000,00
	3.865.450.909.599,68
	94,46

	2.1.4
	Belanja Bantuan Sosial
	99.096.200.000,00
	46.900.500.000,00
	44.990.102.000,00
	95,93

	2.1.5
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
	2.674.049.068.642,00
	2.810.071.497.550,00
	2.702.288.006.485,00
	96,16

	2.1.6
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	1.237.764.963.316,00
	1.516.532.025.247,00
	1.477.431.620.316,00
	97,42

	2.1.7
	Belanja Tidak Terduga
	45.023.463.518,00
	59.534.924.000,00
	51.032.078.402,50
	85,72

	2,2
	BELANJA LANGSUNG
	5.096.053.103.900,46
	5.918.785.424.715,00
	5.677.971.455.328,12
	95,93

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	895.165.703.995,00
	1.010.963.876.948,00
	1.019.269.016.865,00
	100,82

	2.2.2
	Belanja Barang Dan Jasa
	3.155.525.485.705,61
	3.767.460.633.831,00
	3.601.337.254.654,62
	95,59

	2.2.3
	Belanja Modal
	1.045.361.914.199,85
	1.140.360.913.936,00
	1.057.365.183.808,50
	92,72


Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit tgl 12 Februari 2013)
Tabel 3.3
Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012

Menurut SKPD

	NO.
	URAIAN
	TARGET (Rp.)
	REALISASI  (Rp.)
	%

	1
	Dinas Pendidikan Prov. Jatim
	355.518.674.450,00
	336.493.236.569,00
	94,65

	2
	Dinas Kesehatan Prov. Jatim
	298.098.460.300,00
	264.462.871.874,00
	88,72

	3
	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu Prov. Jatim
	30.722.606.900,00
	27.937.117.817,00
	90,93

	4
	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember Prov. Jatim
	29.677.450.900,00
	27.917.224.538,00
	94,07

	5
	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun Prov. Jatim
	12.158.742.800,00
	11.281.806.190,00
	92,79

	6
	UPT- Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri Prov. Jatim
	12.051.974.800,00
	10.242.986.278,00
	84,99

	7
	UPT- Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim
	28.615.223.100,00
	26.597.847.534,47
	92,95

	8
	UPT- Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya
	31.172.205.400,00
	29.571.629.884,58
	94,87

	9
	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya
	29.130.868.700,00
	27.467.100.002,00
	94,29

	10
	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan
	14.455.821.000,00
	13.485.322.954,00
	93,29

	11
	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun
	22.585.254.971,00
	20.989.308.920,07
	92,93

	12
	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim
	817.819.473.071,00
	849.080.978.099,26
	103,82

	13
	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim
	391.268.958.869,00
	401.897.713.338,00
	102,72

	14
	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim
	163.563.802.900,00
	143.955.139.238,74
	88,01

	15
	Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim
	160.656.139.900,00
	159.299.120.109,00
	99,16

	16
	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim
	59.678.620.700,00
	54.897.416.251,00
	91,99

	17
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim
	568.630.794.000,00
	542.673.835.411,00
	95,44

	18
	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim
	250.164.542.500,00
	234.436.478.083,00
	93,71

	19
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim
	188.963.772.000,00
	149.995.656.810,00
	79,38

	20
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim
	104.768.843.000,00
	95.722.879.977,00
	91,37

	21
	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
	283.521.992.750,00
	275.636.024.663,00
	97,22

	22
	Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim
	42.208.916.000,00
	39.923.253.818,00
	94,58

	23
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim
	18.240.521.000,00
	17.468.062.686,00
	95,77

	24
	Dinas Sosial Prov. Jatim
	142.237.646.900,00
	136.810.697.732,00
	96,18

	25
	Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim
	202.792.346.283,00
	193.055.224.116,00
	95,20

	26
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim
	184.988.983.000,00
	176.927.337.050,00
	95,64

	27
	Badan Penanaman Modal Prov. Jatim
	50.641.421.457,00
	45.062.629.965,00
	88,98

	28
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim
	102.835.743.000,00
	99.324.381.101,00
	96,59

	29
	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim
	47.420.401.000,00
	46.367.056.243,00
	97,78

	30
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim
	21.721.449.000,00
	20.975.710.233,00
	96,57

	31
	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim
	21.387.550.000,00
	20.666.434.965,00
	96,63

	32
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	14.549.100.000,00
	14.138.220.845,00
	97,18

	33
	Pelaksana Harian Badan Narkotika
	9.132.400.000,00
	8.754.844.075,00
	95,87

	34
	Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim
	16.688.439.000,00
	15.517.432.747,00
	92,98

	35
	Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim
	15.278.831.000,00
	14.874.702.395,00
	97,35

	36
	Biro Hukum Setda Prov. Jatim
	6.919.944.000,00
	6.842.993.243,00
	98,89

	37
	Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim
	44.903.698.000,00
	44.586.828.472,00
	99,29

	38
	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim
	27.650.183.000,00
	26.273.039.271,00
	95,02

	39
	Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim
	23.169.552.000,00
	22.862.577.301,00
	98,68

	40
	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim
	24.664.863.000,00
	24.399.638.690,00
	98,92

	41
	Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim
	18.031.071.000,00
	17.588.718.950,00
	97,55

	42
	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim
	22.925.431.000,00
	20.417.766.971,00
	89,06

	43
	Biro Organisasi Setda Prov. Jatim
	11.883.003.000,00
	11.395.272.665,00
	95,90

	44
	Biro Umum Setda Prov. Jatim
	107.189.632.100,00
	102.853.892.930,00
	95,96

	45
	Sekretariat DPRD Prov. Jatim
	156.149.078.906,00
	133.701.743.076,00
	85,62

	46
	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim
	26.628.863.000,00
	26.143.966.998,00
	98,18

	47
	Inspektorat Provinsi Jatim
	24.036.719.000,00
	20.089.369.409,00
	83,58

	48
	Dinas Pendapatan Prov. Jatim
	576.121.607.500,00
	565.881.160.526,00
	98,22

	49
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
	78.780.000.000,00
	73.200.349.249,00
	92,92

	50
	Kantor Perwakilan Prov. Jatim
	17.055.445.000,00
	16.734.661.287,00
	98,12

	51
	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah I Madiun
	9.036.753.000,00
	8.696.244.871,00
	96,23

	52
	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah II Bojonegoro
	7.623.172.000,00
	7.311.846.833,00
	95,92

	53
	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah III Malang
	8.350.010.900,00
	7.848.591.153,00
	93,99

	54
	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah IV Pamekasan
	8.098.229.000,00
	7.592.233.453,00
	93,75

	55
	Badan Kepegawaian Daerah
	29.738.877.000,00
	29.163.419.354,00
	98,06

	56
	Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim
	96.443.578.000,00
	91.486.696.959,00
	94,86

	57
	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
	12.213.455.000,00
	12.056.188.406,00
	98,71

	58
	Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim
	44.770.617.000,00
	43.277.941.383,00
	96,67

	59
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim
	54.009.858.000,00
	50.789.224.458,00
	94,04

	60
	Dinas Komunikasi dan Informatika
	36.938.962.000,00
	35.870.790.647,00
	97,11

	61
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	6.524.033.800,00
	6.260.795.824,00
	95,97

	62
	Badan Perpustakaan dan Kearsipan
	39.407.989.000,00
	38.299.639.107,00
	97,19

	63
	Dinas Pertanian Prov. Jatim
	246.754.828.625,00
	237.063.251.661,00
	96,07

	64
	Dinas Perkebunan Prov. Jatim
	86.194.564.520,00
	82.621.603.590,00
	95,85

	65
	Dinas Peternakan Prov. Jatim
	219.538.767.700,00
	205.370.693.862,00
	93,55

	66
	Dinas Kehutanan Prov. Jatim
	52.112.909.250,00
	49.905.678.436,00
	95,76

	67
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim
	45.988.443.000,00
	44.588.277.463,00
	96,96

	68
	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
	261.701.556.000,00
	251.721.857.067,00
	96,19

	69
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim
	255.725.353.000,00
	244.086.330.693,00
	95,45


Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit)

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang diarahkan pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan fokus  pada : 
a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha ekonomi mikro dan menengah.

b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2011. 

c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2012 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dengan target sebesar Rp.1.233.913.293.818,22 dapat direalisir sebesar Rp.1.223.913.293.818,22 atau 100%, sehingga total penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp.1.359.475.042.195,15 atau 100,04% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.358.970.981.838,22.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp.445.483.333.334,00, yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah dan pembayaran pokok hutang hingga akhir tahun anggaran dapat direalisir mencapai Rp.445.483.333.333,34 atau 100,00% dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012

	NO.
	URAIAN
	TARGET (Rp.)
	REALISASI (Rp.)
	% 

	3.
	Pembiayaan Daerah
	913.487.648.504,22
	913.991.708.861,81
	100,06

	3.1
	Penerimaan Pembiayaan Daerah

	1.358.970.981.838,22
	1.359.475.042.195,15
	100,04

	3.1.1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	1.223.913.293.818,22
	1.223.913.293.818,22
	100,00

	3.1.2


	Penerimaan Pinjaman Daerah
	2.057.688.020,00
	2.057.688.020,00
	100,00

	3.1.3
	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
	133.000.000.000,00
	133.504.060.356,93
	100,38

	3.2
	Pengeluaran Pembiyaan Daerah
	445.483.333.334,00
	445.483.333.333,34
	100,00

	3.2.1
	Pembentukan Dana Cadangan
	100.000.000.000,00
	100.000.000.000,00
	100,00

	3.2.2
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
	337.250.000.000,00
	337.250.000.000,00
	100,00

	3.2.3
	Pembayaran Pokok Utang
	8.233.333.334,00
	8.233.333.333,34
	100,00


Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit tgl 12 Februari 2013)
3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi :

1) Kebutuhan dana untuk mendukung dan mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Timur relatif lebih besar dibandingkan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah;

2) Kemampuan daya serap dalam pelaksanaan pada beberapa program dan kegiatan tertentu relatif mengalami kelambatan;

3) Regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah selalu mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan pengelolaan keuangan daerah;

4) Kemampuan aparat dalam mengabsorbsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan peningkatan sumber daya aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

b. Solusi

Dari identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut:

1) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas;

2) Perlu koordinasi yang lebih mantap antar instansi terkait;

3) Perlu terus diupayakan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang agar dapat meningkatkan pendapatan;

4)  Perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil dalam bentuk pendidikan dan pelatihan;

5) Perlu terus dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai peraturan perudang-undangan yang berlaku.
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